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A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim, bahwa
dalam menetapkan perkara hadanah pada kasus yang diangkat oleh
penulis berdasarkan rasa keadilan dan sesuai dengan keadaan anak.
Sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 41
(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang
berbunyi: “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan
mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan
anak.” Dan sebagaimana ketentuan pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak. Sehingga hakim memberikan hak asuh
ANAKI1 kepada ayah dan ANAK?2 kepada ibu, sebagaimana bukti
T.6.

2. Penulis tidak sependapat dengan putusan hakim dikarenakan tidak
sesuai dengan beberapa ketentuan hukum Islam. Pertama,
kesepakatan fuqaha tentang pencabutan hak hadanah ibu telah
melakukan nushuz terhadap suami. Kedua, berdasarkan pendapat
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terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak

melakukan hadanah dengan baik.
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B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis

memberikan saran:

1. Diharapkan kepada para hakim agar lebih bijaksana dalam
memberikan hak asuh anak terhadap perkara-perkara perceraian yang
memerlukan pemberian hak asuh anak.

2. Diharapkan kepada para hakim yang menangani perkara-perkara
perceraian khususnya cerai gugat lebih teliti dalam memberikan hak
pengasuhan anak, agar anak tidak mendapatkan akibat buruk dari
perceraian dan anak mendapatkan perlindungan hukum dari

ketidakadilan dan penelantaran.



